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ABSTRAK

PERADILAN IN ABSENTIA BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA
KORUPSI

Oleh:
HAZIRATUN NADIYAH

Pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengembalikan
kerugian keuangan negara selain penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana
korupsi. Berbagai upaya dilakukan untuk membasmi praktik korupsi seperti
membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
membentuk suatu badan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu KPK.
Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu memeriksa dan memutus perkara
tanpa dihadiri oleh terdakwa yang disebut peradilan in absentia. Tujuan
penelitian ini membahas pokok masalah sebagai berikut: bagaimana putusan
dan pertimbangan majelis hakim yang bersifat yuridis dalam menjatuhkan
vonis terhadap terdakwa in absentia dalam kasus tindak pidana korupsi dan
apakah pembelaan dapat dilakukan di dalam peradilan in absentia. Penelitian
yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif
analisis yang diambil dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil
penelitian yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara
tindak pidana korupsi in absentia yang bersifat yuridis ialah: a) unsur-unsur
dari pasal yang dituduhkan, b) keterangan terdakwa, c) keterangan saksi, d)
fakta yang terungkap di persidangan, e) hal yang memberatkan dan
meringankan, f) dakwaan jaksa, g) terdakwa telah dipanggil secara sah namun
tidak hadir tanpa alasan yang sah, h) tanpa pembelaan terdakwa. Dan
pembelaan tidak dapat dilakukan di dalam peradilan absentia karena terdakwa
tidak hadir secara sah, maka terdakwa tidak menggunakan hak-haknya untuk
membela diri dengan kata lain peradilan in abentia tanpa pembelaan dari
terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, In Absentia
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus korupsi di Indonesia seakan tiada habisnya. Hal ini terjadi
hampir di semua lapisan, instansi, dan sektor kehidupan, yang membuktikan
rapuhnya moral masyarakat Indonesia. Meskipun negara sudah menyatakan
perang terhadap korupsi, namun demikian perilaku korupsi masih merajalela.
Korupsi seakan menjadi kejahatan berjamaah yang telah membudaya dalam

masyarakat Indonesia.

Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption
atau corruptus yang artinya merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi juga
mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, dan kebejatan.
Korupsi diartikan pula sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan
uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sementara itu, dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, korupsi artinya buruk, busuk, rusak, suka memakai
barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui
kekuasaannya untuk kepentingan pribadi), penyelewengan atau penggelapan

(uang negara atau perusahaan), untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini perkembangannya
terus meningkat dari tahun ke tahun, dari segi kuantitas tindak pidana yang
dilakukan semakin sistematis dan lingkupnya yang memasuki berbagai

komponen kehidupan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah Indonesia



dalam mewujudkan supremasi hukum, yaitu dengan meletakkan landasan
kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Adapun
tujuan terpenting dari pemberantasan tindak pidana korupsi adalah upaya
pengembalian kerugian keuangan negara selain penjatuhan pidana bagi pelaku

tindak pidana korupsi.

Berbagai upaya dilakukan untuk membasmi praktik korupsi seperti
membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
membentuk suatu badan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu KPK.
Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu memeriksa dan memutus perkara

tanpa kehadiran terdakwa (peradilan in absentia).

“Pemeriksaan dan putusan secara in absentia dilakukan karena pelaku
tindak pidana tidak diketemukan atau melarikan diri atau tidak hadir saat
dipanggil secara patut atau sah yang menyebabkan tersendatnya proses

peradilan dalam pengungkapan kasus korupsi.”

Pemeriksaan dan putusan secara in absentia sebagai upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi bersesuaian dengan Pasal 38 ayat 1
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
Tentang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa, “Dalam hal
terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan
tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa

kehadirannya”. *

! Marwan Effendy, 2010, Peradilan In Absentia dan Koneksitas, Jakarta, Timpani
Publishing, him.7



Pada penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam ayat tersebut
adalah dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan Negara, sehingga tanpa
kehadiran terdakwa pun perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.
Penjelasan tersebut dimaksud untuk memberikan kemungkinan penyelesaian
perkara korupsi yang nota bene terdakwa tidak hadir di depan persidangan

sehingga dapat diputus demi kepentingan penyelamatan keuangan Negara.

Pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa juga bersesuaian
dengan asas yang berlaku dalam hukum acara pidana dan Pasal 4 ayat 2
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini
menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat. Artinya, dalam
melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang
singkat. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan jga ditegaskan
oleh Mahkamah Agung lewat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6
Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992
mewajibkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk menyelesaikan
setiap perkara dalam waktu 6 (enam) bulan. Bagi Pengadilan Negeri atau
Pengadilan Tinggi yang tidak dapat menyelesaikan suatu perkara dalam batas
waktu yang ditentukan, diharuskan untuk melaporkan hal tersebut dengan
menyebut alas an-alasannya kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu
pada Pasal 1 sub 15 yang dikatakan bahwa “Terdakwa adalah seorang
tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang Pengadilan”. Dalam
pasal tersebut dikemukakan definisi atau pengertian terdakwa, namun tidak
ditentukan adanya keharusan dari terdakwa hadir di persidangan untuk
dituntut, diperiksa dan diadili.

Pemeriksaan dan putusan secara in absentia juga berkaitan dengan hak
asasi manusia karena kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana
pada hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia



yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta
bendanya ataupun kehormatannya.”

Kehadiran terdakwa di sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa
la tidak bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya.

Sehubungan dengan masalah yang telah dijelaskan diatas, menarik
perhatian penulis untuk menyusun skripsi tentang “Peradilan In Absentia

Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi”.
B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan dan pertimbangan majelis hakim menjatuhkan
vonis terhadap terdakwa in absentia dalam kasus tindak pidana
korupsi?

2. Apakah pembelaan dapat dilakukan dalam peradilan In Absentia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
1. Ruang Lingkup
Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka penulis akan
membatasi dan hanya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan
vonis terdakwa tindak pidana korupsi yang in absentia, bagaimana majelis
hakim dalam menjatuhkan vonisnya dan hak terdakwa dalam melakukan

pembelaan.

?|bid



2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini

adalah:

a. Untuk mengetahui putusan dan pertimbangan majelis hakim
menjatuhkan vonis terhadap terdakwa in absentia dalam tindak
pidana korupsi.

b. Untuk mengetahui apakah pembelaan dapat dilakukan dalam
peradilan In Absentia.

D. Kerangka Konseptual
1. Pengertian Hukum menurut E. Meyers yaitu Hukum adalah semua
aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada
tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman
bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.®
2. Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak
pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka
sidang pengadilan.*
3. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan
penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, merugikan

kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.’

% Yulies Tiena Masriani. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, him
7

* “Terdakwa” melalui id.m.wikipedia.org diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul
20.50 WiIB

® “Tindak Pidana Korupsi” melalui www.dictio.id diakses pada tanggal 24 Oktober 2018
pukul 21.00 WIB
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4. In Absentia adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah
berarti “dengan ketidakhadiran”. Dalam istilah hukum, pengadilan in
absentia adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan
menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian
kepustakaan (Library Seacrh) atau penelitian yuridis normatif, yang
bertujuan untuk menganalisis bagaimana majelis hakim dalam memutus
perkara tindak pidana korupsi yang terdakwa nya in absentia atau tidak
hadir, selain itu penelitian ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara
sebagai tambahan sumber data.

Penelitian yuridis normatif atau yang kerap dikenal dengan
penelitian hukum doktriner yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan
hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.’

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian
yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya
tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang

berlaku secara umum.

®“In Absentia” melalui id.m.wikipedia.org diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul

21.06 WIB

him. 6

" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 2015, Buku Pedoman Skripsi,



2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yaitu data yang bersumber pada kepustakaan dan untuk
menunjang data pustaka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang
berkaitan dengan judul penelitian ini. Data sekunder yang dimaksudkan
dalam penelitian yuridis normatif ini bersumber pada :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah semua aturan tertulis yang
ditegakkan oleh negara, yang semua itu bisa ditemukan dalam putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang
ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan
keputusan hukum agen-agen administrasi.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.
46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP,
serta beberapa undang-undang lainnya yang juga terkait dengan tema
penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder



Bahan Hukum Sekunder dalam arti sempit pada umumnya
berupa buku-buku yang berisi ajaran-ajaran atau doktrin, terbitan
berkala berupa artikel tentang ulasan hukum, dan narasi tentang arti
istilah, konsep, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.®

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini,
berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian,dan lain-lain yang
berhubungan atau berkaitan dengan tema atau judul yang diangkat
oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier atau bahan hukum lainnya berupa kamus,
bahan yang diperoleh dari internet dan lain sebagainya.
3. Alat Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan
penulis yaitu melalui penelusuran literatur atau melalui penelaahan
terhadap bahan pustaka dan hasil wawancara yang berkaitan dengan
permasalahan yang ada pada penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan tipe
dan tujuan penelitian adalah Analisis Kualitatif, yaitu terhadap data yang
sudah terkumpul dapat dipelajari dan diteliti secara utuh. Kemudian

terhadap data yang terkumpul dapat dilakukan analisis data yang dapat

8 | Made Pasek Diantha. 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Prenada
Media Group, him 145.
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membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu

kesimpulan.

Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, pada bagian pendahuluan diuraikan Latar
Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan,
Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika
Penulisan.

BAB Il : Dalam bab ini akan dijelaskan Tinjauan Pustaka yang
terdiri dari, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak
Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Jenis-Jenis Peradilan,
Peradilan In Absentia, Hak-Hak Terdakwa, Pengertian
Vonis/Putusan Pengadilan, Jenis-Jenis Putusan Hakim
dalam Perkara Pidana.

BAB IIl : Dalam bab ini penulis akan menjadikan pembahasan
sistematika yang diuraikan secara sesuai urutan
permasalahan dan pembahasan, yaitu : bagaimana putusan
pengadilan di dalam peradilan in absentia, khususnya
pertimbangan majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap
terdakwa in absentia dalam kasus tindak pidana korupsi dan
hak-hak terdakwa dalam melakukan pembelaan dalam
persidangan.

BAB IV :  Dalam bab ini berisikan penutup, yang akan menguraikan

kesimpulan dan saran.
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